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entasi Program Prioritas Nasional
dipandang perlu melakukan

DENGAN RAHMAT TUL

2 dap Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
g efta tata kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
efkebunan Kabupaten Jember;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Jember sudah tidak sesuai dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Jember;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 {Lembaran Negara Republik Indonesta
Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Républik
Indonesia Nomor 6402j};

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20 Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Nega a R p blik(dfidonesia Tahun

ik Indonesia

sl Petaturan
V"- ubahan atas
) tentang Manajemen

Republik Indone&a Tahun

Nomor 6037) sebagal ey
Pemerintah Nomgo

ntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

ywasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

esia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/
2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas
Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021
Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016

Menetapkan :

tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JEMBER.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Bupat
afatild DREers

dan Perkebunan Kabupaten

epala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Jember.

8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Tanaman  Pangan, Hortikultura dan  Perkebunan
Kabupaten Jember.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah UPTD di lingkungan Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Jember.

12. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas
Tanaman  Pangan, Hortikultura dan  Perkebunan
Kabupaten Jember.



(1)

(2)

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD adalah APBD . Kabupaten
Jember.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang Pertanian.

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepadsz
Sekretaris Daerah.
Dinas sebagaimana dimaksud-padg]4
melaksanakan urusan
kewenangan daeralf i
Dinas dala

1 di bidang Pertanian;
daerah di bidang Pertanian;

d—petaksanaan administrasi dinas di bidang Pertanian; dan
€. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

Susunan organisast Dinas terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan

Fungsional;

e. Bidang Hortikultura, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;

f. Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;

g. UPTD.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(3)

(4)

(1)

(2)

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Sekretariat
Pasal 4
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas merencans aksanakan,
administrasi
nV el erfangan

aksud pada ayat

aeliputi :

tugas dan dukungan
Iinistrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan
dan Keuangan di lingkungan Dinas

pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan
dan Keuangan di Lingkungan Dinas;

pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan
barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas;
dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

a.

b.

menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;

menylapkan bahan penggandaan naskah dinas dan
pengelolaan kearsipan Dinas;



(1)

(2)

menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat- rapat dinas,
perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan
kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan
kerumahtanggaan lainnya;

menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi,
menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis
jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;

melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan

pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian
peralatan/perlengkapan kantor ;

melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamasan dan
perlindungan aset/barang milik daerah;

melaksanakan pengusulan seluru kebutuhan
kepegawaian dan penyelenggaraan tdtq ydaha kepegawaian

lainnya;
menyusun laporan-p

tugas; dan
W Bagian Kedua

ang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan
Pasal 6

Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan, bimbingan
teknis, dan pemantauan/evaluasi di bidang Sarana, Prasarana
bidang tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan mempunyai
fungsi meliputi :

a.

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana,
Prasarana dan penyuluhan bidang tanaman pangan,
bidang Hortikultura dan bidang perkebunan;

perencanaan Penyediaan dukungan infrastruktur /
kebutuhan alat dan mesin pertanian bidang tanaman
pangan, Hortikultura dan perkebunan;

pengembangan potenst dan pengelolaan lahan dan air
bidang pertanian tanaman pangan, Hortikultura dan
perkebunan;

penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan
pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian tanaman
pangan, Hortikultura dan perkebunan;

pelaksanaan  penyuluhan, bimbingan teknis dan
pembiayaan  tanaman  pangan, Hortikultura dan
perkebunan;



f. pelaksanaan fasilitasi investasi tanaman pangan,
Hortikultura dan perkebunan;

g. pengawasan, pemantauan ,evaluasi dan pelaporan serta
pendokumentasian di bidang sarana dan prasarana
tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

1. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan
Pasal 7

(1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana di dalam pasal

3 ayat (1) huruf d, mempunyai [t elaksanakan
penyusunan dan pelaksanaa g ngan tekm

' i di-bidang

3 oleh Kepala

(2) agaimana dimaksud pada ayat

empunyai fungsi meliputi :
Benih, Bibit, produksi,

mgan,pelaksanaan penyusunan standar,

pederfian, penetapan kebijakan prosedur teknologi

budidaya pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang
Tanaman Pangan,

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di
Bidang Tanaman Pangan;

c. pembinaan peningkatan mutu dan peredaran benih di
Bidang Tanaman Pangan,

d. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,
penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan
iklim di Bidang Tanaman Pangan;

e. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan
pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan;

f. pemberian rekomendasi teknis peningkatan produksi di
Bidang Tanaman Pangan;

g pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan;
dan

h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.



Bagian Keempat
Bidang Hortikultura
Pasal 8

(1) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis
dan pemantauan/evaluasi di bidang Hortikultura serta tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Hortikultura mempunyai fungsi meliputi :

a. penyusunan kebijakan  Benih, Bibit,  produkst
perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil drbidang
hortikultura;

b. penyusunan rencana kebutuhan danpe
di bidang hortikultura;

c. pembinaan peningkatas
b
anl

an benih

di  bidarg

hortikultura;
d. pemberian

p¢napgellangan hama penyakit,

bimbingan pascapanen, pengolahan dan

prasaran hasil di bidang hortikultura;

g. pembinaan terhadap keamanan pangan segar dan
pendampingan dalam perolehan sertifikat keamanan
pangan segar;

h. pemberian rekomendasi teknis di bidang hortikultura;

i. pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang
hortikultura; dan

j. pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perkebunan
Pasal 9

(1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat
(1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta
pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi meliputi :

a. penyusunan kebijakan di bidang Benih, Bibit, produksi,
perlindungan, pengolahan dan  pemasaran  hasil
perkebunan;



b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan
benih/bibit di bidang perkebunan;

c. pembinaan peningkatan mutu benih/bibit di bidang
perkebunan;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan mutu
produksi di bidang perkebunan,

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,
penanggulangan bencana alam, dan dampak
perubahan iklim di bidang perkebunan;

f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan

pemasaran hasil di bidang perkebunan,;

pemberian rekomendasi teknis dibidang perkebunan;

pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dar

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ké€pala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
rashl [

mbantu pelaksanaan sebaglan

( .
an| b frggungjawab kepada Kepala Dinas.
Prmerupakan Klasifikasi B.
4~ Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uralan

tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuali dengan bidang tenaga fungsional masing-
masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (1), huruf b angka 2, huruf ¢, huruf d,
huruf e, huruf f, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang
terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi
pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang
tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.



(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator
dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-
masing uraian fungsi.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan
pejabat yang berwenang.

(5) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas subkoordinator
ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13

Jabatan Fu )

!

oordinasi,
ngan masing -
yredanisasi di lingkungan

o

agas dan fungsi masing - masing.

: satuan organisasi wajib mengawasi

hriyd masing - masing dan bila terjadi penyimpangan

engambil langkah - langkah yang diperlukan.
Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab
memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya
masing — masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.



BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN
Pasal 14

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang
undangan.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretas
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undanga

BAB VIII
ESELON JABATH

(1) Kepala Dinas b-atau Jabatan

Pim' |

batdri-eselon III a atau Jabatan
mefupakan Jabatan Eselon III b atau

ub Bagian, dan Kepala UPTD merupakan Jabatan
selon IV a atau merupakan Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

(1) Peraturan Bupati int mulai dilaksanakan pada saat
dilakukan pelantikan pejabat struktural sesual dengan
Peraturan Bupati ini;

(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember sampai
dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan
Peraturan Bupati ini.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Jember Nomor 8 Tahun 2021 tentang Susunan Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Jember, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan empatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jempe

Desember 2021
JEMBER,

|

FSEKRETAR } i\

Ir. R]?'ANO
Pam m{U RIma Madya

N S
NIP:=19630 199202 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR (27
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